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Abstrak

Perkembangan volume transaksi dan perluasan pasar pada CV Kasih Alam Semesta
menuntut perusahaan untuk beralih status menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai
amanat regulasi perpajakan di Indonesia. Namun, kendala keterbatasan pemahaman
regulasi, risiko technological anxiety dalam pengoperasian aplikasi e-Faktur, serta
kesiapan menghadapi verifikasi lapangan menjadi hambatan utama bagi internal mitra.
Kegiatan pengabdian/asistensi ini bertujuan untuk mendampingi CV Kasih Alam
Semesta dalam proses pengukuhan status PKP serta tata cara pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) pasca-pengukuhan guna meminimalisasi risiko sanksi denda
administrasi. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendampingan aktif (action-
oriented mentoring) yang meliputi tiga tahapan sistematis: pra-pengukuhan (validasi
dokumen dan mock survey), tahap pengukuhan (pengajuan daring dan aktivasi
Sertifikat Elektronik), serta tahap pasca-pengukuhan melalui pelatihan mandiri (one-
on-one training) dan penyusunan SOP linimasa pajak bulanan. Hasil kegiatan
menunjukkan bahwa CV Kasih Alam Semesta telah berhasil memperoleh Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) secara lancar dalam satu kali verifikasi
lapangan. Selain itu, infrastruktur digital perpajakan berupa Sertifikat Elektronik dan e-
Faktur web-based telah terkonfigurasi 100%. Tingkat pemahaman teknis staf keuangan
mitra mengalami peningkatan signifikan dari 25% menjadi 95%, yang dibuktikan
dengan keberhasilan pelaporan SPT Masa PPN secara mandiri dan akurat sebelum
batas waktu berakhir. Asistensi ini berhasil mewujudkan kemandirian tata kelola
perpajakan pada mitra guna mendukung ekspansi bisnis yang patuh hukum (#ax-
compliant).

Keyword: Asistensi Perpajakan, Pengusaha Kena Pajak (PKP), e-Faktur, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), CV Kasih Alam Semesta.



BAB I

Pendahuluan

A. Analisis Situasi

Perkembangan sektor usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) memiliki
kontribusi yang signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi nasional dan
menciptakan lapangan kerja baru. Namun, seiring dengan perluasan skala usaha dan
peningkatan volume transaksi, entitas bisnis sering kali dihadapkan pada
kompleksitas regulasi perpajakan yang menuntut kepatuhan formal maupun material.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setyowati et al. (2021), salah satu kendala
terbesar yang dihadapi oleh perusahaan berkembang adalah ketidaksiapan
infrastruktur internal dan sumber daya manusia (SDM) dalam beradaptasi dengan
digitalisasi sistem administrasi perpajakan yang dinamis.

Berdasarkan regulasi yang berlaku melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 197/PMK.03/2013, wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto
(omzet) melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku diwajibkan untuk melaporkan
usahanya agar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perubahan status
dari wajib pajak biasa menjadi PKP membawa konsekuensi yuridis yang besar, di
mana perusahaan diberikan otoritas sekaligus kewajiban untuk memungut, menyetor,
dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Wulandari dan Saputra (2022)
menyebutkan bahwa pengukuhan PKP sering kali dipandang sebagai pisau bermata
dua bagi pelaku usaha; di satu sisi membuka peluang pasar yang lebih luas (B2B dan
tender pemerintah), namun di sisi lain meningkatkan risiko sanksi administrasi yang
berat jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan faktur pajak.

CV Kasih Alam Semesta merupakan salah satu entitas usaha yang tengah berada
pada fase transisi krusial ini. Pertumbuhan bisnis yang pesat memaksa perusahaan
untuk segera mengurus pengukuhan PKP demi memenuhi tuntutan legalitas dari
mitra-mitra bisnis strategis skala besar. Kendati demikian, seperti yang diungkapkan
oleh Pratama (2021), proses peralihan menuju status PKP kerap kali terhambat oleh
technological anxiety atau kecemasan teknologi dari staf keuangan keuangan
internal, khususnya dalam mengoperasikan aplikasi e-Faktur web-based dan
mengelola Sertifikat Elektronik (Sertel).

Selain kendala teknis aplikasi, kendala mendasar lainnya adalah pemahaman

mengenai manajemen Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Wardani dan Kurniawan



(2023) menjelaskan bahwa banyak PKP baru yang mengalami kerugian finansial
bukan karena penurunan omzet, melainkan karena ketidakmampuan melakukan
rekonsiliasi PPN secara tepat waktu. Kelalaian dalam melakukan persetujuan
(approval) Faktur Pajak Masukan atau keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN
melampaui batas akhir bulan berikutnya akan langsung memicu sanksi denda
administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021.

Untuk meminimalisasi risiko fiskal tersebut, metode pendampingan atau asistensi
aktif dinilai menjadi solusi yang paling efektif. Sebagaimana disimpulkan oleh
Nugroho (2020), program asistensi perpajakan secara one-on-one terbukti mampu
meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (fax compliance) hingga 85% pada tahun
pertama pengukuhan PKP serta mencegah timbulnya denda akibat kesalahan
administratif. Berdasarkan urgensi tersebut, kegiatan asistensi pengukuhan PKP dan
pelaporan PPN di CV Kasih Alam Semesta ini dilaksanakan sebagai langkah
strategis untuk mengamankan arus kas perusahaan sekaligus membangun sistem tata
kelola perpajakan yang akuntabel dan patuh hukum.

Oleh karena itu, program asistensi perpajakan ini krusial untuk menjembatani
kesenjangan kompetensi tersebut, memastikan transisi status CV Kasih Alam
Semesta berjalan lancar, dan mengoptimalkan kepatuhan pajaknya (fax compliance).
Selain itu asistensi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan status PKP secara
instan, melainkan melakukan transfer pengetahuan (knowledge transfer) agar fungsi
perpajakan di CV Kasih Alam Semesta dapat berjalan secara mandiri dan

berkelanjutan (sustainable)

B. Masalah Mitra dan Solusinya

Berdasarkan hasil analisis situasi dan diskusi mendalam bersama manajemen CV

Kasih Alam Semesta, ditemukan beberapa kendala utama yang menjadi urgensi

dilaksanakannya program asistensi ini. Hubungan kausalitas antara masalah yang

dihadapi mitra dan solusi konkret yang diterapkan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan Mitra

o Keterbatasan Pemahaman Regulasi & Risiko Technological Anxiety Staf
keuangan internal CV Kasih Alam Semesta belum pernah menangani administrasi
PKP. Terdapat kekhawatiran dan kebingungan teknis (technological anxiety)
dalam mengoperasikan sistem e-Faktur web-based, mengurus Sertifikat Elektronik

(Sertel), serta mengaktivasi akun DJP Online.



e Lemahnya Manajemen Rekonsiliasi PPN Perusahaan belum memiliki sistem
untuk memilah mana Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan mana yang tidak.
Tanpa manajemen yang baik, ada risiko besar Pajak Masukan hangus karena
melewati batas waktu pengkreditan, atau munculnya denda akibat keterlambatan
persetujuan (approval) faktur.

o Ketidakpastian Menghadapi Verifikasi Lapangan Adanya kekhawatiran dari pihak
manajemen bahwa permohonan PKP akan ditolak oleh KPP karena ketidaksiapan
dokumen legalitas fisik, penataan ruang kantor, atau ketidakmampuan menjawab
pertanyaan dari Petugas Pemeriksa Pajak saat survei lapangan.

2. Solusi yang Ditawarkan
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirumuskan tiga solusi strategis yang

langsung diimplementasikan selama masa pendampingan:

o Pelatihan Intensif One-on-One dan Simulasi Aplikasi Memberikan asistensi teknis
secara langsung kepada staf keuangan, mulai dari instalasi sertifikat digital,
pengenalan menu e-Faktur, hingga simulasi pengisian Faktur Pajak Keluaran dan
Masukan agar staf terbiasa dengan ekosistem digital DJP.

e Penyusunan SOP Rekonsiliasi Pajak Bulanan Membuatkan draf Standard
Operating Procedure (SOP) sederhana terkait linimasa (timeline) perpajakan. SOP
ini mengatur bahwa setiap tanggal 10 adalah batas akhir pengumpulan Faktur
Pajak Masukan dari supplier, tanggal 15 batas akhir approval faktur, dan tanggal
25 dilakukan rekonsiliasi akhir sebelum pelaporan.

e Pra-Verifikasi (Mock Survey) dan Validasi Dokumen Melakukan simulasi
verifikasi lapangan bersama manajemen sebelum petugas pajak datang. Tim
asistensi memeriksa kesesuaian antara dokumen hukum (NIB, Akta, NPWP)
dengan kondisi fisik kantor, serta membekali direksi dengan pengetahuan dasar

operasional bisnis yang sering ditanyakan oleh petugas KPP.

Keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan
PKM Untar

Topik kegiatan PKM yang akan dilakukan ini mengenai Pendampingan Usaha
Baru CV Kasih Alam Semesta untuk kegiatan ini sesuai dengan RIP-PKM Untar yang
menyatakan didalamnya mengenai Tema Penelitian dan PKM Unggulan 6:
Pengelolaan Bisnis Berkelanjutan yang Efektif dan Efisien terdapat (Tabel 4.7.). Pada
pengembangan industri kreatif berkelanjutan, dimana konsep pemikirannya adalah

Industri kreatif merupakan salah satu industri unggulan pemerintah Indonesia yang



memiliki potensi besar dalam mendorong perekonomian nasional serta yang perlu
ditingkatkan produktivitasnya. Adanya pengembangan ini membuat industri kreatif
sangat diperlukan demi mengisi kekosongan lapangan kerja di daerah. Pemecahan
masalah adalah dengan mengembangkan strategi bersaing bagi industri kreatif. Usaha
yang masih tergolong baru, maka CV Kasih Alam Semesta masih belum menjadi PKP,
jadi untuk membangun pertumbuhan bisnis yang pesat memaksa perusahaan untuk segera
mengurus pengukuhan PKP demi memenuhi tuntutan legalitas dari mitra-mitra bisnis strategis

skala besar.

Keterkaitan dengan SDGs

Kegiatan PKM ini sesuai dengan Tujuan SDGs 8: yaitu Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi, dimana dapat dideskripsikan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan dan pekerjaan layak. Indikator utama yang digunakan adalah untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dimana dengan membantu usaha baru
berkembang dengan menjadikan CV Kasih Alam Semesta menjadi PKP agar dapat membantu
pertumbuhan ekonomi dengan membangun pertumbuhan bisnis dengan mitra-mitra bisnis

strategis skala besar.
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Metode Pelaksanaan

Kegiatan asistensi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) di CV Kasih Alam Semesta dilaksanakan selama kurun

waktu satu bulan. Kegiatan ini dirancang secara terstruktur dengan memadukan

metode koordinasi daring (online) untuk pemeriksaan dokumen dan pendampingan

simulasi luring (offline) untuk pelatihan teknis di kantor mitra.

Rangkaian kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahapan utama sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Pengukuhan (Persiapan dan Komunikasi)

Pada tahap awal, fokus kegiatan adalah menyelaraskan persepsi dengan pihak

manajemen dan mempersiapkan seluruh infrastruktur legalitas yang dibutuhkan.

Koordinasi Awal dan Pemetaan Masalah: Tim melaksanakan rapat perdana
bersama Direktur dan Staf Keuangan CV Kasih Alam Semesta untuk
memetakan alur transaksi bisnis, menganalisis omzet, serta mengidentifikasi
titik lemah pemahaman perpajakan staf internal.

Audit Dokumen Legalitas: Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap
dokumen fisik dan digital, seperti Akta Pendirian Perusahaan, Nomor Induk
Berusaha (NIB), Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), NPWP Badan,
serta bukti kepemilikan/sewa gedung kantor.

Simulasi Verifikasi Lapangan (Mock Survey): Tim asistensi memberikan
pembekalan kepada manajemen mengenai tata cara menghadapi kunjungan
petugas KPP. Aktivitas ini meliputi penyusunan berkas asli yang siap

ditunjukkan saat survei.

2. Tahap Pengukuhan dan Aktivasi Sistem Digital

Tahap ini merupakan inti dari proses birokrasi perpajakan, di mana seluruh akun

digital perpajakan mitra diaktifkan.

Pengajuan PKP Elektronik: Pendampingan pengisian formulir permohonan
pengukuhan PKP secara daring melalui portal e-Registration milik Direktorat
Jenderal Pajak (DJP).

Pendampingan Verifikasi Lapangan: Mengawal jalannya proses survei oleh
Petugas Pemeriksa Pajak (Account Representative/AR) dari KPP Pratama
setempat di kantor CV Kasih Alam Semesta hingga diterbitkannya Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).



Pengurusan Sertifikat Elektronik (Sertel): Membantu pengurus perusahaan
melakukan meminta Sertel ke KPP dan melakukan instalasi sertifikat digital
tersebut ke dalam penjelajah web (browser) komputer kerja staf keuangan.
Sertel ini berperan sebagai kunci kriptografi untuk mengakses layanan e-

Faktur.

3. Tahap Pasca-Pengukuhan (Pelatihan Teknis dan Kemandirian)

Fokus pada tahap akhir ini adalah transfer pengetahuan (knowledge transfer)

agar staf keuangan mitra mampu menjalankan kewajiban PPN secara mandiri

tanpa ketergantungan pada pihak luar.

Instalasi dan Konfigurasi Aplikasi e-Faktur: Mendampingi proses aktivasi
akun e-Faktur web-based serta melakukan pengaturan awal (set-up) profil
perusahaan dan penomoran NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak).
Pelatihan Mandiri (One-on-One Training): Memberikan pelatihan langsung
(praktik menggunakan data transaksi riil perusahaan) yang dilaksanakan pada
tanggal 30 Mei 2026 mengenai:
o Cara menerbitkan Faktur Pajak Keluaran atas penjualan produk.
o Cara melakukan pemindaian (scanning) dan persetujuan (approval)
Faktur Pajak Masukan dari supplier.
o Cara melakukan rekonsiliasi masa untuk menghitung PPN
Kurang/Lebih Bayar.
Simulasi Pelaporan SPT Masa PPN: Mendampingi staf keuangan melakukan
pelaporan perdana SPT Masa PPN melalui portal e-Faktur web-based DJP
hingga terbitnya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang sah dari negara.

Metode Pemantauan Kegiatan: Selama satu bulan setelah pelaporan perdana, tim

asistensi tetap membuka kanal konsultasi khusus via WhatsApp Group untuk

membantu memecahkan kendala teknis mendadak, seperti kegagalan sistem (error

code) pada e-Faktur atau reject sistem saat approval faktur.



Bab III

Hasil Pembahasan

A. Hasil Pembahasan

Melalui asistensi yang terstruktur, CV Kasih Alam Semesta berhasil melewati
tahap verifikasi lapangan tanpa kendala substantif. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
setempat resmi menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).
Keberhasilan ini memberikan legalitas penuh kepada perusahaan untuk melakukan
transaksi bernilai besar dengan mitra strategis (B2B).

Pelaksanaan program asistensi perpajakan di CV Kasih Alam Semesta telah
memberikan hasil yang signifikan dan terukur. Capaian dari kegiatan ini dapat
dikelompokkan ke dalam tiga indikator utama, yaitu legalitas formal, kesiapan
infrastruktur digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Hasil paling krusial dari kegiatan ini adalah diterbitkannya Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
setempat untuk CV Kasih Alam Semesta. Keberhasilan Verifikasi Lapangan dapat
dilihat melalui mock survey yang dilakukan pada tahap persiapan, kunjungan faktual
oleh Petugas Pemeriksa Pajak (AR) berjalan lancar dalam satu kali kunjungan tanpa
adanya berkas yang ditolak. Selain itu Dengan kepemilikan SPPKP ini, CV Kasih
Alam Semesta kini secara legal dapat melakukan transaksi B2B (Business to
Business) dengan 3 (tiga) mitra korporasi besar baru yang sebelumnya sempat
tertunda karena kendala ketiadaan Faktur Pajak.

Dengan adanya kegiatan ini seluruh perangkat lunak dan instrumen digital
perpajakan milik CV Kasih Alam Semesta telah terkonfigurasi 100% dan siap
digunakan untuk operasional harian:

Untuk mengukur efektivitas one-on-one training, tim asistensi melakukan evaluasi
performa kerja (pre-test dan post-test) terhadap staf keuangan terkait pemahaman
teknis e-Faktur dan regulasi PPN. Hasilnya menunjukkan lonjakan pemahaman yang

sangat signifikan:



PEMAHAMAN TEKNIS STAF
KEUANGAN

Sesudah Asistensi

Sebelum Asistensi :

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Berdasarkan hasil ini maka dapat dilihat Staf keuangan CV Kasih Alam Semesta kini
telah berhasil melakukan simulasi dan pelaporan mandiri untuk Masa Pajak pertama pasca-
pengukuhan dengan status Nihil/Kurang Bayar secara Akurat.

Dampak positif dari program asistensi ini dapat dilihat pada tabel perbandingan

indikator kepatuhan dan operasional perpajakan di CV Kasih Alam Semesta berikut:

Indlkato.r Sebelum Asistensi Sesudah Asistensi

Evaluasi

Legalitas . . .

Transaksi Terbatas (Tidak bisa = Terbuka Iuas (Sah sebagai
B2B menerbitkan Faktur Pajak) PKP)

Akses Sistem
e-Faktur

Pemahaman
Rekonsiliasi

Risiko Sanksi
Denda

Belum memiliki Sertel dan
Akun DJP

Nihil (Belum paham
pemisahan PK dan PM)

Tinggi (Potensi salah

hitung/terlambat urus)

Sertel aktif, akun e-Faktur web-
based siap pakai

Mandiri dalam memilah Pajak
Masukan yang dapat
dikreditkan

Rendah (Paham deadline akhir
bulan berikutnya)

Melalui asistensi ini, kesalahan tipikal seperti keterlambatan approval Faktur
Pajak (yang diatur ketat maksimal tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan
pembuatan faktur) dapat dicegah. Pembahasan mendalam bersama manajemen juga
membuka ruang bagi optimasi pajak yang legal (fax planning), di mana CV Kasih
Alam Semesta kini lebih selektif memilih supplier yang juga berstatus PKP agar
Pajak Masukannya dapat dikreditkan secara maksimal untuk mengurangi beban PPN

Kurang Bayar.



B. Luaran
Target luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk artikel
yang sudah di submit ke Artikel di Koran, Poster-HKI yang sudah ada sertifikat
HKI dan laporan prototype.
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Kesimpulan dan Saran

Asistensi pengukuhan PKP dan pelaporan PPN di CV Kasih Alam Semesta
bukan sekadar formalitas pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen
pengendalian risiko fiskal. Dengan adanya pendampingan dan asistensi yang
sistematis, potensi denda akibat keterlambatan penerbitan faktur atau kesalahan
pelaporan SPT Masa dapat diminimalisasi. Kepatuhan pajak yang solid pada akhirnya
akan menjadi fondasi kuat bagi CV Kasih Alam Semesta untuk terus bertumbuh secara
akuntabel di pasar nasional.

Selain itu seluruh rangkaian kegiatan asistensi telah mencapai target yang
ditetapkan. CV Kasih Alam Semesta tidak hanya berganti status hukum menjadi PKP,
tetapi juga mengalami modernisasi sistem pelaporan keuangan internal yang siap
mendukung ekspansi bisnis perusahaan di masa depan secara patuh pajak (zax-

compliant).
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Lampiran

1. Materi paparan

Langkah Mudah Menjadi PKP dan Lapor PPN

(Asistensi Pengukuhan PKP dan Pelaporan PPN di CV Kasih Alam Semesta)
I. Pengertian PKP dan PPN

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang telah dikukuhkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang
dikenakan atas transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak di Indonesia. Oleh karena itu,
pelaku usaha harus memiliki pemahaman mengenai PKP dan pelaporan PPN agar administrasi
perpajakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

II.  Sistem Administrasi Coretax

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan sistem administrasi
perpajakan berbasis digital melalui Coretax Administration System atau Coretax. Sistem ini
digunakan untuk mendukung proses administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi, mulai dari
pendaftaran wajib pajak, pelaporan pajak, pembayaran pajak, hingga pengelolaan data perpajakan
secara elektronik. Dengan adanya Coretax, proses administrasi perpajakan diharapkan menjadi
lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh wajib pajak.

III.  Proses Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dalam proses menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelaku usaha perlu memenuhi
beberapa persyaratan seperti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen usaha, serta
identitas pemilik usaha. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, wajib pajak dapat mengajukan
permohonan pengukuhan PKP melalui sistem Coretax atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan verifikasi data sebelum pengusaha
resmi dikukuhkan sebagai PKP.

Setelah menjadi PKP, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas
transaksi penjualan barang atau jasakena pajak. Selain itu, PKP juga wajib membuat faktur pajak
sebagai bukti pemungutan PPN. Dalam sistem Coretax, pembuatan dan pengelolaan faktur pajak
dilakukan secara digital sehingga dapat membantu wajib pajak dalam melakukan pencatatan
transaksi secara lebih tertata dan sistematis.

IV. Kewajiban PKP dalam Pelaporan PPN

Setelah menjadi PKP, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memungut,
menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi penjualan barang atau jasa kena pajak.
Selain itu, PKP juga wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN kepada
konsumen. Dalam pelaporan PPN, wajib pajak perlu menghitung jumlah PPN keluaran
dan PPN masukan. PPN keluaran merupakan pajak yang dipungut dari hasil penjualan,
sedangkan PPN masukan adalah pajak yang dibayarkan saat melakukan pembelian barang
atau jasa untuk kebutuhan usaha.

V. Pelaporan PPN melalui Coretax

Pelaporan PPN dilakukan secara berkala melalui pelaporan SPT Masa PPN. Sebelum
melakukan pelaporan, PKP perlu menghitung jumlah PPN keluaran dan PPN masukan. Apabila
jumlah PPN keluaran lebih besar dibandingkan PPN masukan, maka selisih tersebut menjadi
pajak yang harus disetorkan kepada negara. Sebaliknya, apabila PPN masukan lebih besar, maka
wajib pajak dapat melakukan kompensasi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Melalui sistem Coretax, proses pelaporan PPN dilakukan secara elektronik dengan tahapan
yang meliputi login ke sistem, penginputan data transaksi, validasi data, pembayaran pajak



apabila terdapat pajak terutang, dan pelaporan SPT Masa PPN. Digitalisasi sistem ini memberikan
kemudahan bagi wajib pajak karena proses administrasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan
praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

VI. Manfaat Penggunaan Coretax

Secara keseluruhan, penerapan sistem Coretax dalam administrasi PPN memberikan
manfaat bagi wajib pajak maupun pemerintah. Bagi pelaku usaha, sistem ini membantu
meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mempermudah proses pelaporan pajak.
Sementara bagi pemerintah, penggunaan sistem digital dapat meningkatkan pengawasan serta
mendukung pengelolaan data perpajakan yang lebih akurat. Oleh karena itu, pemahaman
mengenai PKP, PPN, dan penggunaan Coretax menjadi hal yang penting agar kewajiban
perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.
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Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PEM

Mama Daosen Pengusyl ; Mataherwin, SE, MM
Program StudivFakultas . AkuntansyFakulias Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi . Universitas Tarumanagara

Bersama ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa antara pihak Mitra dan Pelaksana
Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PEM) odak terdapat hubungan kekeluargaan maupun
hubungan uzaha dalam bentuk apa pun,
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sebagaimana mestinya,
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(Johandri Anwar)



4. Bukti luaran.* (Artikel di Koran)
Link artikelnya : https://pagaralampos.bacakoran.co/read/59777/status-pkp-

tingkatkan-kredibilitas-dan-reputasi-usaha

Suln membayanghsn sebush
binds biss melonpa ke indusen

besar pka wrusan bepasuhan ad
‘masih beransskan

pandane publik terhadap i dam -
Pt perssahaan anda Ares kas

mm-h"l'n-wmimp ér
lech para perintis karens

Iﬂlhun pada jeras birokrasi
bam, - imed e
o dimbak. Stases PKI jah bebib
behobal daripada nl.lid -
Nt e ngu pajal: i
-umdp*—nh-r.mpnn.
sekaligns kemasamzan tsta belals
Roes g yeang seabill

‘Miengubah Bchan Pajak Men-
jnedi Gemgsi Kosporsi

Memang benat hukum per-

sda pada psikelng pasar Seans
FEF secara metan mengebah cam

unik, Hanyalk pelals waha yang
mehﬁmbdnl-cx

langsung dimilai tertib bukem
dengan s kelola sdminisirasi
yangeaps T aLia nwers besja, Lt
imi adalah bukt kbonkret babwa
s ki e aiig e amin enlias
plesienaljangia pas ang, bl

mien hubum ini miistahil Anda
jica balum

Target pasar berupa sekhar ko
rporasi | Business -ta- Business)
i e i ik MRS
s vang ndak hisadmoear Anda

hhlr lq.lllu:hlrln dari Amds
untuk dikredilan uhnpl I"*l:

sebagai M. Konselsensimya
sl Perusshass besar skan lang-
mncnae Asda dati dafisr

Pajak Masukain
Prnl-uh Biacanya bhawatir
babkwa beban PPN 115 akan
membual barang lebih mahal
eagl kemsumer. Kiduhan jnd san-
g umnem. Hak simewa wnink
mengireditkan Pajak Masskan
adalsh elemen penting vang
sering lpet dari perhinngsn
e
'Ildl bahan baka atau fsilitas
ang operasional daii pe-
mu-kﬁn' Jugs berstanss PEF
taghanetomais dikenalan FFN.
Jika Anda sudah FEF, FFN yang

Anda ? he supplier (Fajak
Masal dapan dikurang den-

Status PKP Tingkatkan Kredibilitas dan Reputasi Usaha

gan PPN vang Amda bayar dari
honsu men {Fajak Kelarss), Ini
ad alab eisienc bava vang ovaa,
bukanbeban fiks Fsjak Masukan
lebsibs besar dari Fajak Keluasan,

l:pu-m"ltn.ﬂnul

Menghitwlar] status PEF den-
A e nahan s peny ualanau
memecah perasabaan akan men
empatkan bismis Ands di empast
yang tidak aman. Memusnshan
uniuk menjadi PEP beram hans
berhatihati dalam pencataran
kews, dan melaparkan SFT
Mass PPN setap bulan, Namen

pendekatan pendis.

tas karporasi perusabaan Ands,

Saaiws FEF menunjukian bahwa

bisnis Anda siag uniuk maju.

bukan lagi kisnis lakal

wang berusaka untuk bermhan,

weag lobsh dan entites chonemi

vang dapat diandalkar vang sizp

bersaing di tinghst industri yang
lebib hesar



https://pagaralampos.bacakoran.co/read/59777/status-pkp-tingkatkan-kredibilitas-dan-reputasi-usaha
https://pagaralampos.bacakoran.co/read/59777/status-pkp-tingkatkan-kredibilitas-dan-reputasi-usaha

5.

HKI

BN a“?* 2
) _ = R ey
e T

q-_“x.a;.q._. T i g I '___:-w-.-'r}
\wmn;—-‘

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Db mngha pdizdemgen cplam di bdng dou pmgeishesn, soe dee sesies. beehoerkes Undeng-Lindeng Nomeor 28
Tahun ML 4 lenbimy Hak Cipla, dengan ini menerasghen:

Homer dae lezggal pormohinen i m!lmm
Feacipta T
Hanm - Malshersis Nawam | dan Belicls Rafsia likandas
Al . imﬂmmmmmmmmm
Targorang. Famles, 11710
Krwayescgansn U e
Frmegang Hak Cipta
Hanm o Malsberais Nawaw |
Alamat - -ﬂhﬂumﬂhlﬁhﬂmhﬁ'ﬁqrq.m
; g’wh]l?m
Kewnyascyarusn : : Takeman
Jedhal (O . Lasglah Mudsh Moajadi PEF dan Lagar FFN
Rals & wilayvah Trlosstwa winu di Buar wiliorah ' Jn, & Fota Aden. Jakerts Bl
Indinedn
Jamph w wakiu pelimdengen . Bnﬁldﬂhﬂq:?m#d.:huh'lwtlﬁﬂ?[lm
; I Turyesrd lnhesy Berikisteya
Moty Poslatin . OOl Z4lasa
Sorall Pencalales Hak Cipla sliu Hﬁln:ﬂﬂdHﬂWﬂh;hﬁn&ﬁTﬂmmuﬂhﬁ

M'E'H'EHH'I'.EIM
THEFETIR MEMTMHIHTH EKTIAL
wh

Trirekite Hak Cigpts dion T heabastrd

Ageng Do, TH WE
NP 1961 236195633 1001

[[——
b T e e s e e vy
5 i —— 1 Tmm Perostsiars me “iﬂimﬁ_ml-w—lﬂdhuhﬂmlﬂ.\nlmlﬂnﬂ Hadar Nobwy dom Sl ey saa

1 Bomae P s e st e s e w ke e o ks ke o - s e o bl o

R R R R R R R R R R Y R AR RN F RO ESE YRR SR YO AR R B E R R e R R R R e R R




Created by : Nataherwin & Belicia Rafaela Iskandar

EANGKAH) MUDAH “
] [DAN) &
TR

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah
pengusaha yang telah dikukuhkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak

(0JP) untuk memungut, menyetor,
dan melaporkan PPN

[ANGRAH - LANGRAH
MENJADI PKP:

Dokumen seperti, _

= NPWP badan/usaha
s KTP pengurus
_* NIB atauizin usaha
- » Surat keterangan tempat usaha
1. Mengajukan Permohonan
PP

' Permohonan dapat diajukan
meiului Coretax atau Kantor
Pelayanan Pajak (KPP)

3. Verifikasi Dokumen dan
Data oleh Petugas Pajak

k. Pengukuhan PKP

| ! Jika syarat terpenuhi,
e pengusaha resmi dikukuhkcm
sebagai PKP.

LANGKRAH - LANGRAH
LAPOR PPN

2.Menghitung PPN keluaran dan PPN
masukan

3. llenyetor PPN yang terutang melalui
Coretax

k. Melaporkan SPT masa PPN setiap bulan

' ‘melalui Coretax

Langkah Mudah Menjadi PKP dan Lapor PPN category hak cipta = u
No. Permohonan : ECO02026069292 apply at 2026

Inventor : Nataherwin dan Belicia Rafasla Iskandar

Pemegang Paten : Nataherwin

Unverified

Takn Maca Abshuael Macatau



6. Laporan Prototype

Sort By
Category
[ Prototype
LANGKAH MUDAH MENJADI PKP DAN LAPOR PPN
Result in TKT Level : 4 in Category : Sosial Humaniera
PROTOTYPE | 2026
Status -

O Product

TKT Level

LAPORAN PROTOTYPE
YANG DIKIRIMKAN KE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Langkah Mudah Menjadi PKP dan Lapor PPN

(Asistensi Pengukuhan PKP dan Pelaporan PPN di CV Kasih Alam Semesta)
NOMOR: PKM100Plus-2026-1-048-ST-KLPPM/UNTAR/V/2026

UNTAR

Universitas Tarumanagara

Tim Pelaksana Abdimas:

Nataherwin, S.E., MM. NIDN/NIDK: 0305078102/ 10108013
Belicia Rafaela Iskandar NIM : 125240033

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN
2026



A. RINGKASAN

Poster edukasi yang berjudul “Langkah Mudah Menjadi PKP dan Lapor PPN” dibuat sebagai
media informasi untuk membantu masyarakat memahami proses menjadi Pengusaha Kena Pajak
(PKP) dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Poster ini memuat informasi mengenai
pengertian PKP, persyaratan dan tahapan menjadi PKP, manfaat PKP, serta prosedur pelaporan
PPN yang disajikan secara singkat dan sistematis agar lebih mudah dipahami, sehingga
diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait administrasi
perpajakan dengan cara yang lebih sederhana dan menarik.

B. DESKRIPSI

Prototype produk pendukung berupa poster informatif dengan judul “Langkah Mudah Menjadi
PKP dan Lapor PPN” dibuat sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan
pemahaman mengenai proses menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta tata cara pelaporan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Poster dirancang dalam format visual dengan penggunaan
kombinasi warna pastel seperti hijau muda, merah muda, dan krem yang memberikan tampilan
lebih menarik sertamembantu pembaca memahami informasi dengan lebih nyaman. Selain itu,
penggunaan ilustrasi pendukung seperti dokumen perpajakan, formulir, dan elemen administrasi
pajak digunakan untuk memperkuat penyampaian materi.

Materi pada poster disusun dalam beberapa bagian utama agar alur informasi dapat dipahami
secara bertahap. Bagian awal menjelaskan pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak
usaha yang telah memperoleh pengukuhan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan
pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Selanjutnya ditampilkan persyaratan yang
diperlukan dalam proses pengajuan PKP, seperti kepemilikan NPWP, kelengkapan dokumen
usaha, serta pengajuan permohonan melalui sistem perpajakan yang tersedia. Selain itu, poster
juga menjelaskan tahapan proses pengukuhan PKP mulai dari persiapan dokumen, pengajuan
permohonan, verifikasi data, hingga penetapan status PKP apabila seluruh persyaratan telah
dipenuhi. Sebagai tambahan informasi, poster memuat manfaat menjadi PKP bagi pelaku usaha,
seperti peningkatan kredibilitas usaha, kemudahan dalam kerja sama bisnis, serta pengelolaan
administrasi perpajakan yang lebih tertata. Pada bagian akhir dijelaskan proses pelaporan PPN
yang meliputi pembuatan faktur pajak, perhitungan PPN, penyetoran kewajiban pajak, dan
pelaporan secara berkala.

Poster ini ditujukan kepada pemilik, pengelola, maupun staf operasional di CV Kasih Alam
Semesta, serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memerlukan
pemahaman mengenai proses administrasi perpajakan, khususnya terkait Pengusaha Kena Pajak
(PKP) dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui media informasi ini, diharapkan
pengguna dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan
sehingga dapat mendukung pengelolaan administrasi usaha yang lebih tertib dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.



